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WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, periu
menectapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Singkawang.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



(1)

(1)

(2)

(1)

Pasal 8
Penerapan TKU Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
Perangkat daerah dalam penerapan IKU perangkat daerah agar
searah dan selaras dengan IKU Kola.
Pcrangkat daerah penanggung jawab [KU Kota sebagaimana
tercantum dalam lajur empat Lampiran Peraturan Walikota ini
selaku perangkat daerah pengampu tugas berkewajiban
menghimpun, mengolah, dan meclaporkan pencapaian IKU Kota
yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

Evaluasi IKU untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap

hal:

a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah oleh tim Kementrian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. terdapat perubahan arah kebijakan pemeriniah Kota dalam
mencntukan arah pembangunan;

c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara output
dan oucome scbagai pendukung capaian IKU; dan

d. IKU tingkat perangkat daerah yang telah ditetapkan
menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi
secara kescluruhan

Evaluasi IKU Kota dan IKU perangkat daerah dilaksanakan oleh

tim yang ditetapkan oleh Walikota dari unsur Inspektorat Daerah,

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, Sckretariat Daerah

dan perangkal daerah lainnya vang secara langsung berperan

dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BABV
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10
Koordinasi dan pengembangan dalam  penctapan 1KU
dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan olch
Sekretaris Dacrah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan



10.

11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan
Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasl Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lecmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemeriniah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pcmerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pcndayagunaan Aparalur Negara
Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penctapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pernerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN 1111 2008 tcntang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangaka Panjang
Daerah, Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tcntang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Lapuran Kinerja Instansi Pemcrintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentuang Pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Singkawang Nomor 51);

Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang
Tahun 2018-2022 (Lembaran Dacrah Kota Singkawang Tahun
2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
Nomor 63),

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Walikota ini yvang dimaksud dengan:

1.
<R

Daerah adalah Dacrah Kota Singkawang,

Pcmerintah Daerah adalah kepala daerah scbagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Walikota adalah Walikola Singkawang.

Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut
perangkat dacrah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.



10.

il.

12,

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistcmatik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang khususnya
mcmbandingkan tingkat kinerja yang mencapai dengan standar,
rencana, atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang
telah ditetapkan.

Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan
perkembangan kincrja pelaksanaan kegiatan atau program
dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan
identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan
atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Kinerja adalah capaian kcluaran/hasil dari kegiatan/program
yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan pcnggunaan
angearan dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kcluaran {oufput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatl yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingi diubah berupa hasil
pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) beberapa program;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
salu alau beberapa perangkat deerah sebagai bagian dan
pencapaian sasaran terukur pada suatu program yung lerdirt dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berpa
personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan kelauran
(output) dalam bentuk barang/jasa.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada
masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk upaya yang
berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang digediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi Pemerintah Dacrah dan perangkat daerah.

Indikator Kincrja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapal
dari kinerja program dan Kegiatan yang telah direncanakan.
Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil foutcome) dari
satu program yang merupakan pelaksanaan tugas Pemcrintah
Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output)
dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator
Kinerja Program.

Indikator Kinerja Utama (key performance Indicator) yang
sclanjutnya disingkat 1KU adalah ulkuran keberhasilan Organisasi
dalam mencapai suatu sasaran strategis.

Indikator Kinerja Utama Kola Singkawang yang selanjutnya
disebul IKU Kota adalah IKU yang disusun oleh tim dan
ditetapkan oleh Walikota Singkawang.

Indikator Kinerja Utama perangkal daerah yang sclanjutnya
disebut IKU Perangkat Daerah adalah TKU yang disusun oleh
perangkat dacrah dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai sccara nyata
oleh Pemerintah Daerah/ perangkat daerah dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang telah
direncanakan.

BAB Il
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN TKU

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang
adalah:

a.

untuk memperolch informasi yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajcmen kinerja secara baik dan benar;

dan



b.

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup penetapan KU adalah Pemerintah Daerah berserta
perangkal daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sclaku
organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah.

(1)

(2)

(1)

BAB III
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN IKU

Pasal 4
Pemerintah Daerah berserta perangkat daerah di lingkungun
Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan
TIKU.
IKU pada tingkatan perangkat daerah meliputi indikator kinerja
hasil (outcome) serta merupakan komitmen ukuran pencapaian
keberhasilan dalam melaksanakan kincrja perangkat daerah yang
disusun dan diusulkan perangkat daerah untuk seclanjutnya
ditetapkan oleh Walikota.
IKU pada tingkat Pemerintah Daerah merupakan indikator
pengukur yang dapat mencerminkan kcberhasilan pencapaian
kinerja Pemerintah Kota sesuai dengen sasaran strafegis pada
rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh
Walikota.

Pasal 5
Pemilihan IKU sckurang-kurangnya mempertimbangkan:
a. keselarasan indikator antar tingkatan unit organisasi, scjalan
dan seclaras dengan indikator tingkat Pemerintah Kota;
b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah,
recncana strategis perangkat dacrah, kebijakan umum dan
dokumen strategis lainnya yang dianggap masih relevan;



(2)

(1)

(2)

c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;

d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kincrja;

e. kebutuhan data statistik pemerintah Kota; dan

f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu
pengetahuan.

Pemilihan dan penelapan indikator kinerja utama sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator

kinerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu

perangkat daerah dan memcnuhi kritcria spesifik, dapat dicapai,

relevan, menggambarkan keberhasilan suatu yang diukur dan

dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 6

Pengcmbangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip-
prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan
iransparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal,
Dalam hal IKU tingkat perangkat daerah yang telah ditetapkan
menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara
keseluruhan, kepala perangkal daerah melaporkan hambatan
yang ada kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah uniuk
sclanjutnya dilakukan evaluasi pengembangan dan perbaikan
IKU perangkatl dacrah.

BAB IV
PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN EVALUASI IKU

Pasal 7

IKU Kota dan IKU perangkal dacrah digunakan untulk:

me opop gop

bahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
bahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
penyusunan dokumen perjanjian kinerja berjenjang;

pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja perangkat dacrah dan pemerintah daerah; dan
pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan-kegiatan.



dan Kesejahteraan Rakyat serta dibantu oleh Kepala Perangkat
Dacrah.

(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini
dilakukan olch Inspcktorat Dacrah.

(3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan

pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikoia
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor
9}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasul 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kola Singkawang.
Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 Agustus 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 30 Agustus 2018
Pj. Sckretaris Dacrah Kota Singkawang

ttd

BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NCOMOR 41 TAEUN 2013

TENTANG

INDIKATOR KIMERJA UTAMA, (IKU] PEMERINTAE KOTA SINGKAWANG

INDIKATOR KINERJIA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

1. VisiOrganisasl : Singlkewang Hebat 2022
2. Misl : & Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Keberagaman Agama, Etnis dan Sudayz
b. WMewujudkan Pemberdayaan Ekoncm Kerakyatan yang Handal, Kreat!f den Mandid
c. Mengoptimalken Pemanfaatan dan Pengendaiiar Patensi Sumber Daya Alam, Dalarr Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat
d. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorietasi Pada Pelayanan Publik vang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
e, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas
f.  Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan
g Mewujudian Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dzn Pariwlsata
NG. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PENARNGGUNG JAWAB SUMBER DATA PENJELASAN
1 2 3 Y 5 5
1 |Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban 1 Angka kriminalitas yang Satuan Pclisi Pamong Praja {Satuan Polisi Pamong Praja, ”
Dalam Kehidupan Masyarakat tertanganl Paires Singkawang, Badan lumizh tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun 10,000
Pusat Statistik dan Datz lain E— R
vang dapat zh Pe u
dipertanggungiavabkan
Persertase Tingkat Satuan Peollsi Pamong Praja |Satuan Polisi Pamang Praja Jumliah Pelanggaran K3 yang terselesatkan
Peryelesalan Pelanggaran K3 %x'100%
(%) Jumiah Pelanggaran K3 vang dilaporkan masyarskat
dan yang teridentifikasi oleh Satpol PP
2 |Terbinanya Pengembangan Potensi Persentase ormas/LSM yang  |Badan Kesatuan Bangsa dzn {Badan Kesatuan Bangsa dan Jumlah Ormas yang aktif dan memenuhi syarat
Organisasi/lembaga Kemasyarakatan, Sos'al, aktif Polltik Folitik % 100%

Politik dan Keagamaan

Jumnlah Total Ormas




i

2 3 4 5 &
Meningkatnya Pengembangan dan Persentase situs dan kawasan |Dinas Pendidikan dan Dinas Pendcidilan dan Jumiah Benda, Sttus dan kawasan cagar budaya
Kelestarian Budaya cagar budaya yang dilestarikan |Kebudaysan |¢ebidavaan yang dilestarilan
% 100%
Jumiah Benda, Sttus dan kawasan cagar budaya
diriliki daerah
Meningkatnya kemandirian dars kehandzlan Cakupan UMM yang aktif Dinas Pardagangan dan Dinas Perdagangan dan
h M if
koperas] dan UMKM Perincustrian Per ndustrian st A Y S
Jumiah UMKM di Kcta Singkawang
Persentase koperas yang aktif | Dinas Perdagangzan dan Dinas Perdagangan dan Jumlzh koperasi yang aktlf
Perindustran Rerindusiran % 100%
1
: Jumlah total koperas!
Meningkatnya produktivitas industri lakal Pertumbuhan PDRB sektor Dinas Perdagangan, :Dinas Jerdagengan,
industr Perindustran, UKM ‘Perindustran, UKM dan Kontribus{ Sektor Industri pada PDRB tahun n- Kontribusl
Data Proveksi BAPPEDA Sekior industr paca PDRB tahun n-1
Kota Singkawang x 100%
Kontribusi Sektor industri pada PDRB tahun n-1
Terwuudnya Pengembangan Ekenami Kreatif Cakupan pengelolaan ekonomi |Dinas Pariwisats, Pemuda  |Dinas Pariwisata, Pemuda lumlah sub sektor vang ditangani
kreatlf (%) dan olah raga dan olzh raga x 100%
Jumizh total sub sekter kota
N L =
Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan Tingkat pengangguran terbuka Dina_s_ enanaman Modal Fl}inas Penanaman Modzl Jurnizh Pengangguran Terbuka Usla Angkatan Kerja
informasi ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja % 100%
Jumnlah Penduduk Angkatan Kerja
Pgrsentase pencari kerja yang Dinaf Penanaman Modal  |Dinas Pananaman Modal ;umiah pencarikerja yang ditempatkan
ditempatkan pada pasarkerjfa |dan Tenaga Kerfa ndan Tenaga Kerja % 100%
jumlsh penca‘l kerjz yang mendaftar
Meningkatnya Penyelesalan Permasalahan Persentase penanganan Dinas Soslal, Pamber. an [Dinas Sosial, Pemberdayaan
e P ; sl PAmb A . Jumlah PMKS yang tertangani
Soslal Penyandang Masalah Perempuan dan Perempuan dan "
|
Kesejahteraan Soslal (PMKS)  |Perlindungan Anak Perlindungan Anak I ——
Meningkatnya Produksi Pertanfan dan Pertumbuhan FDRB sektor Dinas Partanian, Ketahznan |Oinas Pertanian: Ketahanan Kontribus] Sekzar Pertanian pada PDRB tahun n - Kontribusl
Terwujudnya Ketahanan Pangan Pertanian (%) Pangan dan Perikanan Pangan can Perikanan dan
Sektar Pertanian pada PDRB tahun n-1
Data Proyeksi BAPPEDA % 100%
i Kota Singkawang
i

Koniribus] Sektor Pertanian pada PDRB tahun n-1




3

4 5 (-
Ketersedlaan pangan utama Diras Persanlan, Ketahanan |Cinas Pertzrian, Ketahanan
(kg/kapftahun} Pangan dan Perikanan Pangan dan Perikanan Rala-rata keterseciaan pangan utama 1 Th [kg}
% 100%
Jumlzh Fenduduk
10 |Meningkatnya produksi Perikanan Dalam Pertumbuhan PORB sektor Dinas Pertanian, Ketzhanan |Badan Pasat Statistik dan .
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Perikanan (%) Pangan dan Perikanan, Cata Proveksl BAPPEDA Kant-iausl Sekwcr Perfkanan pada PDRB tahun n - Kontribusi
Dinas Perdagangan, Kota Singkawang Sextor Perikanan pada PDRB tahun n-1
Perindustrian, UKM X 100%
Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun n-1
11 |Terkendalinya pemanfaatan sumber daya Ketaatan terhadap ATRW (%)  |Dinas Pekerjaan Umum dan |Dinas Pekerjaan Umum can Realisasi RT3W
alam dalam upaya pelestarian lingkurgan Penataan Ruang Fenataan Ruang : % 100 %
hidup Rencana Peruntukan
Indeks Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas Ungkungan Hicup Jurnlah indeks tubupan lzhan + indeks kualitas alr
< Indeks kualitas udara
3
AT g;::::ﬁﬁ" W sl g::t::::t::‘n il Luas RTH publik yang tersedia diakhir tahun
i ’ § E pencapaian 5PM
| % 100%
1uas RTF puklix yang seharusnya tersedla diwilayah
‘ kata/ kawasan perkotaan
12 |Terwujudnya pelayanan gublik yang prima, Indeks Kepuasan Masyarakat  |Sekretariat Daerah Sekretarial Daerah |Baglan Dwag o WIS e S ity S
transparan dan akuntahel Organisasi) "’;'ff; i A 1 g
berbasis Teknologl Komurikasi dan Informasl Srirotie 4 e T A SO O B
Persentase penggu‘naan Dinas Komunikasi dan Dinas Kormnunikasi dan Jurnlan Ferangkat Daerzh yang memanfaatkan Ti
teknologi infqrmatuka dalam informatka Informatika dalam Pelayznan Pubiik
pelayanan publil % 100%
Jumlah Perangkat Daerah
13 |Meningkatnya kapabilitas aparatur daerah Parsemase ASN yang mengikut] { Badan Kepegawaian dan Badan Kepegawalan dan
dikiat sesuzi Jabatan (%) Pengembangan SOM Pengembangan SDM Jumian Peabat ASH yang telab mengikuti diklat struktural

x 100%
Jumiah total Jzbatan




3 4 5 5
2 Persentase ASN yang menrgikuti|3adan Kepegawalan dan Badan Kepegawaizn dan v »
diklat kompetensi (35) Pengembangan SDM Pengembangan S0M Sumizgh ASN yang telsh menglkutl diklat Peningkatan
Kompetens|
K 100%
JumlzhTotal ASN
14 |Meningkatnya pengelotaan 1 Persentase PAD terhadap Badan Xeuangan Daerzh Badan Keuangan Daerah Perglapatan Asll Daerzh
keuangan daerah Pendapatan x 100%
Jumlzh Percapatan Daerah
Z Dpinl 8PK terhadap laporan Badan {euangan Daerah 3adan Keuangan Dacrah
keuangan Opini 87K pada hasll audit terhadap laparan keuangan daerah pada tahun n
15 |Teriaksananva sistern pengawasan vang 1 Maturitas SPIF Inspaktoras Kota Inspektarat Kata :
efektif dan efisien Nilal Maturizas Sistem Fengendalian Internal Pemerintah
2 + 5 "
Tingkat kapabllitas APIP Inspekiorat Kota Inspektorat Kota Nilal Kapzbilitas APIP
16 {Meningkatnya kinerja parencanaan 1 Persentase dokumen BAPPEDA BAPPEDA jumlah Dokumren Perencanaan vang
pembangunan perencanazn yang clselesailan diselesalkan tepat waktu
tepat waktu x 100%
Jumlah Dokumen Perencanaan
2 LAYIP Sekretariat Daerah Sekretariat Dzerah (Bagia
Organisasi| (Eaghun Hasil Penilaian Laparan Angkutabilitas Xinerja Oleh Mentrl Pendayagunaan
‘ Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
17 |Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 Angka Usia Harapan Hidup |Cinas ¥esehatan dan K& Diras Kesehatan dan X8 Jumlah Kumulatif Usia Meninggal
Jumiah yang Meninggal
18 |Terkendalinya pertumauhan penduduk 2 Laju pertumbuhan penduduk  |Dines Kesehatan dan KB Dinas Kesehatan ¢an KB S S 1 % 100
z = E::uu peni..-n'?n.;r.:-r. praduaduk
r w Jumiah praduduak pada inhun T
Foow Jumlsh peadudule pada tahun dasar
@ welish tabun Pr dengan PC
Pim P+ (B - D) + [Mi - Mo)
Pr = Junclah panduduk poda rahzn ke t
Po & Jurnlah pradudul: pada taken dasar ()
B (St = Feomlah Leelahiran selama pariode O - ¢
P {Qeath; = Jeordek Keranrion selaans, periods e ¢
Wls = Jumbah nugros: eluar s eleamna peiods 3 - ¢
] 9 = Surcifoh migresi mesak selsma paricde & -t
19 |Meningkatnya kualitas pendidikan 1 Angka rata-ratalama Sekolak:  |Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Jumlah Tahun Pendidikan Penduduk Usla 15 Ke ates
Kebudayaan Kebudayaan X 100%

Jumlah Penduduk Usla 15 Tahun Ke atas




1 3 4 5 &
Angks Melek Huruf |Dinas Pendidikan dan |Cinas Perdidikan dar. Jumizh Pencuduk Usla 15 Ke atas Blsa Baca Tulls
Kebudayaan Kebudayaan % 100%
Jumah Fenduduk Usia 15 Tahun Ke atas
Angka Harapan Lama Sekelah  |Dinas Pendidixan dan Badan Pusat Statistlk Proyeks Angks Harapar Lama Sekolah darl BPS
Kebudayaan
20 |Meningkatnya minat baca masyarakat Persentase pengunjung Dinas Ferpustakaan dan Dinas Perpustzkaan dzn Jumizh Fengunjung Perpustakaan Tahun n - Jumiah Pengunjung
Perpustakaan setiap tahunnya |Kearslpan Kearsipar Perpustakaa+ Tahun n-1
x 100%
Jumiah Pangunjung Perpustakaan Tahun n
21 |Meningkatnya kualitas dan peran pemuda Persentase organisasi pemuda |Dinas Rariwisats, Pemuda  |Dinas Fariwlsata, Pemuda .
yang akuf dan Dl21 Raga dan Olah Raga Jurniahs Crganlsasi Pemuda yang Aktif x 100%
Jumlah Seluruh Crganisasl Perauda
22 |Meningkatnya pembinaan prestasi alahraga Cakupan pembinaan alah raga  {Dlnas Fariwisata, Pemuda | Dinas Pariwisata, Pemuda Pr— dibi
{cabor) dan Ol3n Raga dan Olah Raga uPRAR CALENE ole g yang ciona J—
Jumlah sefuruh cabang olah raga yang ada/ terdaftar
lumiah Atlet b ri y isata, P
RN Einaz Eafwlasw, Femildn ) Dlnas Fadtivisata, Samute Jumlah atlet yang memenangl keJuaraan tingiat Provinsi dan Naslonal
dan Olah Raga dan Qlah Raga
dalam satu tahun
23 |Tersedia infrastruktur perkotaan yang Persentase Jalan mantap (%] |Dinas Pekerjaan Umum dan | Dinas Pelkerjaan Umum can Panjang Jalan dalam kondisi Balk
berkualitas Penatzan Ruang PenatzanRuang
Pan]ang_Jalan seluruhnya
Persentase penduduk berakses |Cinas Pekerjaan Umum dan |Dinas Pekerjaan Umum can senduduk berakses air minum
alr minum (%) Penataan Ruang PenataanRuang % 100%

Jumiah pendudux

Raslo rumah layak huni

Dinas Perumahany
Permukiman dan
Pertanahan

Dinas Perumahan
Permukiman dan
Pertanahan

jumlah rumah tayak huni

Jumlah penduduk

Jumiah pelabuhan lauty udars/
terminal Bis kondisi baik

Dinas Perhubungan

|Dinas Perhubungan

Jumiah peiabuhan lavt/ udara/ terminal Bis yang ada di Xota Singkawang

Persentase Panjang Jalan yang
mendapat penerangan (5}

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Panjang Jalan yang sudah terpasang PJU
® 100 %
Totzl seluruh panfang Jalan yang ada diKota Singkawang




1 2 3 4 3 B
24 |Meningkatnya pertumnbukan PDRB sekiar 1 Pertumbuhan PDRS sektor Dinas Perdagangan, Dinas Perdagangan, .
perdagangan dan jasa perdagangan (%] Perindustrian, Koperasi dan | Perindustrian, Koperasl dan Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB tahun n - Kontrlbusi Sektar
UK UKM dan Proyeksi FDORB Pe-tagangan pada PDRA tahun n-1
darl 8PS yang diotah x 100%
3 BAPPEDA Kortribusl Sekzor Perdigangan pada PORB tahun n-1
25 |Meningkatnya PAD sektor pariwisata 1 Persantase PAD sektor Dinas Pariwisata, Pemuca {Proyeksi PDRB dari BPS

R

parwisata (%)

dan olah raga

lvang dioizh BAFPEDA

Jumlzh kontribusi sektor Pariwisa:a terhadap PDRB pada tahun n - jJumlah
kontribusl sektor Farlwisata terhadap PDRE
pad: tahun n-1
X 1C05%

Jumniah komtrisust sektor Pariwisata terhadap PDRB
oada tshun n
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